Menimbang

Mengingat

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ < /BPKAD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ra. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 232 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas
pelaporan menyusun laporan keuangan;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai
entitas pelaporan, wajib menyajikan laporan keuangan untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan
dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode
pelaporan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetpakan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun
Anggaran 2017,

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Lentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
[Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dan Informasi Laporan
Penyclenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedomaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tlentang Pedoman Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Paraf

Sekda | Asisten | Kaban ||Kabid | Kasubbid
. 1 _PL_M\
!




Menetapkan

KESATU

KEDUA

16.

|

18.

19,

20.

21

22,

23.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 2 1
S rual pada Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 45
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011
Nomor 45 Seri D Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu  Selatan (Lembaran  Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatanl
Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017
Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01):

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 5 Seri D
Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018
Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Selatan Nomor 01);

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 39 Tahun 2014
tentang  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2017, dengan
susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai
tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam
penyvusunan Laporan Keuangan;
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II. Sekretaris

1. Anggota

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188,45/ T4 /BPKAD/2018
TANGGAL I T 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Sekretaris Daerah Kabupaten

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Dacrah

Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset Bada
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5 (lima) orang Staf Badan Pengelolaan Keuangap/dan Aset
Daerah

BUP LABUHA SELATAN,

WILDAN ASWAN TANJUNG



